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GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

bahwa sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD}] dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu menyusun
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD] sebagai
wengeng, pambanginan, tahunan daevah:

bahwa sesuai ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Ewvaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312), Gubernur
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat [ Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1814);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tfentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355]);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421};
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19} dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178},

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6224,

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322},
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Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Ewvaluasi Penvelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah  tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312];
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114};
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 496);

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

~
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Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17};

22, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2016 Nomor 14} sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3};

23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Sumatera Setatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1};

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Pasal 1
(1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022,
(2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tujuan untuk
menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan
pembangunan yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera
Selatan sekaligus dijadikan tolok ukur terhadap kinerja
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022,
Pasal 2
(1) Naskah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1, disusun dengan sistematika sebagal
berikut:
a. BAB [ PENDAHULUAN
1. Latar Belakang

2. Dasar Hukum Penyusunan
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3. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan
Lainnya

Maksud dan Tujuan

Sistematika Penulisan

Pendekatan Baru

Rujukan Kebijakan

b. BAB Il GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Se g e

2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD
sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
3. Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan
Provinsi Sumatera Selatan
c. BAB 1l RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
3. Arah Kebijakan Keuangan Non APBD Provinsi
Sumatera Selatan
d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah
2. Prioritas Pembangunan Daerah
e. BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/
KOTA
f. BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
g. BAB VII KINERJA PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN
DAERAH
1. Indikator Kinerja Utama
2, Indikator Kinerja Daerah
3. Indikator Kinerja Lainnya RKPD Tahun 2022
h. BAB VIII PENUTUP
(2) Isi beserta uraian naskah Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022
sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, merupakan
Lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Gubernur ini.

=
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Pasal 3

(1) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan
program/kegiatan/sub kegiatan berdasarkan urusan
masing-masing dengan mempedomani Rencana Kerja
Pemerintah Daerah ini.

{2) Kepala Perangkat Daerah melakukan penyesuaian/reviu
terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah masing-
masing berdasarkan program/kegiatan/sub kegiatan
dan pagu indikatif yang terdapat dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2022.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera

Selatarn.

Ditetapkan di Palembang,
pada tanggal 1% Jwi 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang

pada tanggal 15

Jinld 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dto.

H\AKHMAD NAJTB

BERITA DAERAH PROVING! SUMATERA SELATAN TAFUN 2021 NOMOR 16



